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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MAGELANG
Nomor : 6 ; Tahun 1989 Serie D ; Nomor 4 -

——

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 6 TAHUN 1989

TENTANG

KEDUDUXAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -
K:BUPATEN DAERAH TINGAAT II MaGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YaNG MAHA ESa
BUPATI KEPALA DAERAH TINGEAT II MAGELANG

mninbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang Nomor 6 Tahun 1981, -sebagainana telah diu
bah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 -
tanggal 31 Januari 1987 tentang Kedudukan Keusngan
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwaldlan -
Rekyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II hagelang
sudah tidak sesuai lagi ;

b, bahwa sesuai dengan maksud pasal 28 ayat (1) un -
dang-undang Nomor 5 Tahun 197/ tentang Pokok-pokok
Penerintahan di Duerah, maka kedudukan Keuangan Kg
tua, Wakil Ketua dan anggota DPRD perlu diatur de-
ngan Peraturan Daerah ;

c., bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dengan tg
lah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalan Negead-
Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Reusng
an Ketua, Vakil Ketua dan Anggota DPRU sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Memteri lalan Negeri
Nomor 160-1322 tanggal 19 September 1985, maka ke-
tentuan mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil -
Ketua dan Anggeta DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang, perlu segera disusun kewdali dengan Perg

Daerah,
turﬂﬂ el Hangi:]gat pesam s and
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' Mengingat : 1. Undang-und Nomor 5 Tahun 1974 tentang
| I’gﬂoﬁfpoknk emerintahan di muéah H
2, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Per
aturan.Pemevintah No, 32 Tahun 1950 ten-

tang Pembentukan Daerah~Daerah Kabupaten
dalan lingxungan Propinsi Jawa Tengah ;

3+ Peraturan Menteri Dnlam Negeri Homor 3 =~
tahun 1980 tentang Pedoman mengenai kedy
dukan koudangan Ketua, Wakil Ketua dan =
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
sebagainana teleh diubah dengan Peratur-
an Menteri Malanu Negeri Nomor 160-1322 -
tanprai 19 Seplember 1985.

Dongan persetujuw.a Devan Perwakilan Rakyat-
Daerah fabupaten Daeral: Tingkat II Magelang.

MEKUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAM DAERAH »4RUPATEN DARRAH TINGEAT —
IT MAGELANG TPTANG KEDGDMIKAN KEUANGAN EE —
TUA, WAKIL KLTUA DAN ANCGOTA DEWAN PERWAKTIL
AN RAKYAT DAEIAH KaBUPATEN DAERAH TTHGKAT -

11 MAGELANG,
"BLB I
" KETENTUAN UHMUM
Pagsul 1
Dalam Peraturan Dasrah ini yang dimaksud dg
ngon :

a, Bupati fepala Dacrah ialah Bupati Kepala
Daerah Ting'at II lapelang ;

b, LPAD 2alall Dewan Pervakilan Rakyat lae -
rah Kabupaten lmerch Tingkat II Hagelangs

¢. Pemerintah Daerah ialah Peuerintah Kabu=
paten Daerah Tingket II Magelang ;

d. Uang peket ialal ueng yang dibayarkan ke
pada Anggota DPRD untuk setiap menghadi-
ri Bidﬁng STEEES IR R
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sidang-sidang DPRD yang syah, yang dida-
lamnya telah termasuk uang sidang, uang
angkutan setempat dan uang makan ;

Uang kehormatan ialah Tunjangan bulanan-
tetap yang diberikan kepada Pimpinan -~
DPRD berhubung dengan jabatannya sebagail

Ketua dan Wakil Ketua DPRD :

Uang Representasi ialah Tunjangan bulan-
an tetap yang diberikan kepada Ketua dan

Wakil Ketua DPRD berhubung dengan kedu -
dukannya ;

Tunjangan jabatan Pimpinan DPRD ialah =
Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang
diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua -
DPRD karena jabatannya ;

Tunjangan Piwpinan Komisi ialah Tunjang-
an bulanan tetap berupa uang yoag diberi
kan karena menduduki jabatan Fimpinan Ko
misi dalam satu tehun sicang ;

Tunjangan Fraksi adalah Tunjangan bulan-
an tetap berupa uang yeng diberikan keps
da Fraksi ;

Tunjangan Panitia Anggaran adalah Tunjens
an bulanan tetap berupa uang yang diberl
kan karenu melaksanakan tugas sebagai Fa

nitia Anggaran ;

Tunjangan Panitia Musyawarah adalah Tun-

jangan bulanan tetap berupa uwang yang di

berikan karena melaksanakan tugas seba =

gai Panitia Musyawarah ;

Tunjangan Panitia Khusus adalah Tunjang-

an bulanan berupa uang yang diberikan ka
rena melaksanakan tugas sebagail lanitia

Khusus ;

Tunjancan Perjalanan Dinas tetap diberi-
Ja wiock blaye, i pidaran kerala Anzgo-
ta DI hopvens Madudukiinga Yaus uolake

sanckan porjalanan svesses
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perjalanan ¢inas tetap menurut tugas ke-
vilayahauays ;

n, Tanjangan mcbilitas Anggota Fraksi ialah
Tunjengan bulanan tetap berupa uang yang
diberikan kepada Anggota Fraksi dalam =~
rangka nenunjang kegiatan pelaksanaan tu
gaa-tugna Fraksi ;

O i ia enpgi
i an” QAR BAkan, Uang angkuban sove
daa unng aaku/uang hariﬂn ;

ps Luar kota adalah tempat yang berada dilu

ar wilayah Kota Mungkid dan terletak da-
lan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelaug,

Fasal 2 _

(1) Tanggal nulai memangku jahatan Ketua,Wa
kil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal
nerckc nmengangkat sumpah atau mengucap—
jenji pada pelantiknya sebagai Ketua, -
Wakil Ketua dan Angpota DPRD ;

(2) Ssat terhenti memangku jabatan Ketua,Wg
kil Kevua dan Anggota DPRD ialah tang -
gal nmereka menyatakan berhenti, diber -
hentilan ateu meninggal dunia.

5a4B II
uAdG PAKET

Pasal 3
(1) Nang laket bagi anggota DPRD ditetapkan
sebesar Ap, 10,000,00 (sepuluh ribu ru-
piah) sehari ;

(2) Uang Paket dibayarkan kepada anggota -
DPRD yang menghadiri sidang DPRD dengan
ketentuan untuk sidang satu hari satu -
malam bhanya dibayarkan satu kali ;

(3) 3agi Anggota DPRD yang bertempat Ting -
gal diluar lota dan nyata-nyata berma -
lﬂ.iﬂ di hﬂtel/ SIS EEEE RN L]

L
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hotel/losmen/rumsh pengina dapat di
buwn;ﬁah uang penginapan agggﬂyukfgn -
nyaknya Rpes 17,500,00 (tujuh belas ribu

lima ratus rupiah) sehari,

Pasal 4

Kepada Ketua dan Yakil Ketua DFRD tidak di-
berikan uang paket untuk sidang-sidang DPRD
yang dipimpin atau dihadirinyn.

Pasal 5

Sidang-sidang yong sah dari Komgsi, Panitia
dan lain sebagainya yanghdibentulk nlech DFRD,
dipandang Eebugui sidang DPRD dan terhadap-
nya berlaku ketentuan-ketentuan dimeksud pe

sal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Dae -
rﬂh ini.

B-A B III
UANG KEIORMATAN
Pasal 6

(1) Uang kehormatan ditetapkan hagi :
a. Ketua DPRD sebesar Rp.200,000,00 -
(dua ratus ribu rupiah) sebulan ;

be Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.l75.000,-
(seratus tujuh puluh lima ribu rupi
ah) sebulan,

(2) Selain jumlah yang ditetapkan pada ayat
(1) huruf a dan b pasal ini, kepada Ko
tua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tun=

jungnnlkalunrgu dan tunjangan lainnye -
menurut Peraturan Perunddng-undangan -
yang berlaku bagi Pegawail Nogeri Sipil

DAD IV
UANG REPRESENTASY

Pasal 7

Uﬂ.n.g |ililit|tilll'iliitl‘-fw
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Uang Reparasi ditetapkan ’bugi t

a. Ketua DF?D sebesar Rp. 200,000,00 ( dua ratus ribu
rupiah ) selulan ;

b. Wakil Keiua DFRD sebesar Rp. 175.000,00 ( seratup-
tujuh puluh lima ribu rupiah ) sebulan .

BAB V
TUNJANGAN LAIN = LAII
Pasal 8
(1) Munjangan jabatan Pimpinan DPRD ditetaplan sebagai

berilt :
a. Ketua sebesar Rp. 100,000,00 (seratutus ribu ru
| Piah ) sebulan.
b. Walil Ketua sebesar Rp. 75.000,00 ( Tujuh puluh
lima ribu rupiah ) sebulan.
(2) mMunjang::: Pimpinan Komisi ditetapkan sebagai beri
kat : -

a. Ketua sebesar Rp. 17.500,00 (tujul belas ritu - .
lima ratus rupiah) sebulan ;

b. Walsil Xotua sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas =
ribe rupian) sebulan ;

6. Pelapor seiuesar Rpe. 12.500,00 (dua belas Tibu-
lima ratus rupiah) sebulan.

I. Pasal 9 :
' Tun jargan fraksi diberikan menurut pertimbangan jumlah
inggota masing-amising fraksi, dengan ketentuan wtuk -

setiap Angiote fraksi diperhituggkan Rp. 15.000,00 (1i
“ma belas ri: rupiah) sebulan.

Posal 10
'(-1), mjﬂl%’w Tanitia Anggaran ditetapkan sebagai beri

—

a., Ketua se»wpar Rp, 12,500,00 (dua bolas ritu 1li
pe. ratus rupiah) sebualan j

b. Walil Kotua sebesar Rp. 12,500,00 (dua belas ri -
bu lima ratus rupiah) sebulan j

Ce mgﬂ‘tﬂt sasaned
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{
c. Anggota sebesar Rp. 12,500,00 (dua -
belas ribu lima ratus rupiah)sebulan,

(2) Tunjangan Panitia Musyawarah ditetapkan
gebagaiberikut :

a, Ketua sebesar Rp, 12,500,00 (dua be-
las ribu lima ratus rupiah)sebulan ;

b. Wakil Ketua sebesar Rp, 12,500,00 =
(dua belas ribu lima ratus rupiali)sg

bulan ;

¢y Anggota sebesar Rpe 12.500,00 (dus -
belas ribu lima ratus rupiah) sebu -
lan ;

(3) Tunjangan Panitia Khusus ditetapkan se-
bagai berikut :

a. Ketua sebesar Rp.20,000,00 (dua pu -
luh ribu rupiah)sebulan ;

b, Wakil Ketua sebesar Rp. 17.300,00(tu
juh belas ribu lima ratus rupish) sg
bulan ;

c., Pelapor sebesar Rp.l15.000,00(liza bg
las ribu rupiah) sebulan ;

d. Anggota sebesar Rp. 12,500,000 (dua -
belas ribu lipa ratus rupiah) sebu -
lan,

Pasal 11

Kepeda Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Se -
kretaris DPRD diberikan tunjangan biaya pa-
kaien dinas dan perlengkapannya yang besar-
nya disesuaikan dengan kenanpuan Keuvangan -
Daerah,

Bab Vv

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU
ALAT PENGANGKUT DIRAS LALNNYA

Pasal 12
(l) Unt-u.k sassnrdasssdans
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(1) Untuk Ketua dnn Wakil Ketua DPRD selama
mereka dalom jabatan tersebut dan’ bila-
mana keuangan Daerah memungkinkan, da -
pat disediakan sebuah rumah jabatan de-
ngan ketentuan bnhwa pemeliharaan, pema

kaian air, venerangan dan gas ditanggung
oleh Pemerinteh Daerah dan yang harus -

~ ditinggalkan/dilembalikan kepada Peme -
rintah Daeroh tanpa sesuatu kewajiban -
dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu
yarg bersanrkutan berhenti eebagai Ke-

tua dan Wakil Ketua DPRD,

(2) Untuk ¥etua dan Wakil Ketua DPRD yang -
menempati munah sendiri diberikan bantua

an biaya perawatan yang besarnya disesy
aikan dengan kemampuan keuangan Daerah;

(3) Untuk Ketua dan Vagkil Ketua DPRD selama
mereka dalam jabatan tersebut dan-bila-
manz keuangan Daerah memungkinkan, da -
pat disediakan sebuah mobil atau alat -
pengangkut lain untuk keperluan dinas -
serta pengemudinya, dengan ketentuan beh
wa biaya pemakaian tersebut ditangsung
ole h Pemerintuh Daeragh dan yang harus-
dikembalikan dalam keadaan wajar tanpa-
sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintch
Daerah padn waktu yang bersangkutan ber
henti setaga’ Ketua dan Wakil Ketua DFRD.

_BAB VIT
UANG JALLN, IANG PENGINAPAN DAN
UANC PERJALANAN DINAS
Pgral 13

(1) Uang Perfalanan linns pada woaktu menga-
dakan neninjavan ole h Anggota DPRD, di
tentukan sebagei berikut :
as Untuk perjalana ninjevan dalam wi

laynh Egb%pntan Egruthingkut II Ma
gelang diluar Kota Mungkid sebesar:~

RP- 5m'm .'..'.-“.;l;;hl

-----
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113.!1 5000,00 (lima ribu rupiah) seha-

!

by Umink perjalanan/peninjauan dalam HL
layah Propingi Daerah Tingkat I Jawe
Tengah, kecuali Kabupaten Daerah =
Tingkat II Magelang Ocbepar Hp, -~
10,000,00 (sepuluh ribu rupiah) seha
ri ;

¢e Untuk perjalanan/peninjauvan keluar -
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te =~
ngah, kecuali keluar Jawa dan DKI Jz
karta sebesar Rp. 20.000,00 (dua pu-
luh ribu rupiah) sehari ;

d, Untuk perjalanan/peninjauan keluar-
Java dan DKI Jukarta sebesar Rp, =
25,000,00 (dua puluh lima ribu rupd
ah) sehari,

(2) Kepada Anggota DPRD diberikan Tunjangan
perjalanan tetap sebesar Rp.50.000,00 -
(1ima puluh ribu rupish) sebulan ;

(3) Uang perjalanan pindah diberikan kepada
Anggota DPRD yang melaksanakan perjalan
an dinas pindah dari tempat asal ketem—
pat kedydukan DPRD atau sebaliknya, se-
suai dengan ketentuan yang berlaku begi
pegawai negeri/Daersh.

Pasal 14

Untuk menunjang mobilitas perorangan aAnggo-
ta Fraksil DPRD diberikan biayae masing-pa -
sing Anggota sebesar Rp.50,000,00 (lima pu-
luh ribu rupiah) gebulan,

Pusal 15

Untuk menunjang kegiatan mencari/menemu kem
bali permasalahan yang timbul di Daerah Ka-
bupaten Dacrah Tingkat II Magelang secara -

roranga'. ncpanjang keuapzan I\mruh memnung
Pf 4""'1.],.1? 'I{_‘_b? 1{-7”1 i tru{l I'II LT] L“h{lt dise
al K- birva .
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56

biaya perjalanan totap sebanyak-banyaknya -
loa{aap

uluh) hari dalan setiap bulan, de «

ngan perhitungan biaya Rpe 5.000,00 (lima «
ribu rupiah) sehari,

BAD VII

UANG PENGGAN1L BIAYA BEROBAT

Paanl 16

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota -

(2)

(1)

(2)

DERD bukan Pegavai Hegeri/Anggota AnU
yang menderita sakit diberikan penggan-
tian biaya perawvatun, pemondokan, terrg
suk biaya nemeriksuan dan perawatan Dok
te r, s esuai cengan peraturan yang di-
tetapkan berlaku bugi Pegawai Negeri,

Seiain tersebut ayat (1) kepada FKetua,
Wal:iil Ke tua dan Anggota DPRD, diberi -
kan biaya pemeliharaan kesehatan sebe —
rupiah) sebulan,

BAB IX
TUNJLNGAN KEMATI.LE
Pasal 17

Apabila Ketua dan liakil Ketua DFAD me =
ninggal dunia, kepada ahli varisnya di-
verikan tunjangan kematian sebanyak 1
(satu) bulan uang kchormatan bersih dan
apatila yang bersangkutan meninggal du-
nia didalcs atau karena menjalankan ty
gag, diverikan tunjangan kematian seba-
nyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bel
sih j

Apavila Anggota DPRD meninggal dunia bg
ik didalam meupun diluar tugas, kepada-
ahli warisnya diberikan tunjangan kema=-
tian sebanyak 2/3 (dua per tiga) dari
tunjangan kematian yang berlaku bagi Wa

kil Kﬂtlm TR X R R E R R E R
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Ketuatersebut ayat (1),

Pasal 18

Pengangkatan jenasah Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota DPRD yapg meninggal dari tempat me-
ninggalnya ketempat kedudukan dan ketempat

pemakaman ditanggung oleh Pemerinteh Daerahs

BAB X
TANDA PENGHARGAAN
Pagal 19

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan inggota -
DPRD pada akhir masa jabatannya atau ps
da waktu diberhentikan dengan horumat da
ri jabatannya atau meninggal dunia, di-
berikan uang tanda penghargaan yaitu :

a, Bagi Ketua dan Wakil Ketua DrRD, un-
tuk 6 (enam) bulan memangku jabatan-
sejumlah 1 (satu) kali uang kehormat
an bersih dengan sebanyak-banyalnya-
6 (enam) kali uang kehormatan bersih;

b. Bagi Anggota DPRD, untuk 6 (enzn) bu
lan memangku jabatan sejualah 1 (sa-
tu) kali 2/3 uang kehorumatan bersih
Wakil Ketua dengan sebanyak-benyak -
nya 6(enam) kali 2/3 uang kehormatan
bersih Wakil Ketuae.

(2) Masa memangku jabatan yang kurang dari
6(enam) bulan dibulatkan keatas menjadi
6(enam) bulan penuh.

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan anggo-
ta DPRD meninggal dunia, uang tanda -
penghargaan tersebut ayat (1) diberikan
kepada ahli waris yang sah,

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
(1) Badshal octusbesee
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(1) Hal- Bhang belum diatur dalam- Peratur
an Daerah ini sepanjang mengenai pelak=
_'sanaannya tidak bertentangan dengan Per
undang-undangan yang berlaku, akan dia~
| . tur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Dag
rah. 3 . '

2 b t e i
) BeRE Poreliteh Yoo reh Kabipaben Bherahs
Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1981

besersa perubahannya tentang kedudukan
keuangan fetua, Wakil Ketua dan Anggote

DPRD dinyatakan tidak berlaku lagi,

kasal 21
peraturan Deerali ini mulai berlaku pada
tanggal diundangksn,
Agar setlap orang dapat mengetahuinya, meme
rintahkan pengundengan Peraturan Daerah ini

dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Duerah fingkat IT Magelang,

Kota Mungkid, 9 Januari 1989

_ D. P. R. D. BUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG
KETUA
ttd : ttd
H. RAMELAN MOHAMAD SOLIHIN

Diayahknn sessesBaRBIRBRRERD
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Diryahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah
Tanggel 6 Juli 1989 ;  Nomor : 188,3/146/1989

An, Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengzh

Kepala Biro Hukun
ttd

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 6 Tahun 1989, tanggal 3 Agustus 1989

Serie D ; Nomor 4
Sekretaris Wilayah/Daerch

ttd

-

Dres TOEHADI.
NIP, 500 031 722,

Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH XABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 1 TARUN 1989

TENTALNG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAXIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PufWAKILaN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAEAAF TINGRAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

1, Bahwa Pe raturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -
II Magelang Nowor 6 ljahun 1981 yang telah  diubah
dengan Peraturan Daeran Nomor 2 tahun 1987 tanggal
31 Januari 1987 tentang Kedudukan Keuangan Ketua ,
Wekil Ketua dan Anggota DPRD, yang disyahkan de -
ngen Ke putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Homor : 188,3/223/1987 Tahun 1987 tang
gal 8 Agus tus 19€7 sudah tidak sesual dengan per-
keabangan keadaan ;

2. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang pokok-pokok Pemerintahan di Deerah dan Per
aturan Menteri Delam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 ten
tang Pedoman mengenai .Jeduduken Keuangan Ketua, Wa
kil Ketua dan Anggota DI'AD sebagaimana telah diu -
bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor -
160 - 1322 tanggal 1S September 1985,Peraturan Dag
reh Kabupate n Daerah Tingkat II Magelang Nouor &
Tehun 1981 yang telan diupah dengan Peraturan Dae-
rah Nomor 2 Tahun 1587 tanggal 31 Januari 1987 per
lu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Mente-

ri Delam legari yang berlaku ;

3. Peraturan Daerah ini memberikan kepastian dan da -
sar Hukum Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua -
dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Mage-
lang serte peraturan mepgenai pelaksanaannya,

I1. PENJELASAN sssenans
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II. PEN P DEMI PASAL.

Pasal 1 ; Cukup jelas,

21 ﬂlh-lp Jolas,

3 : ayat (3) Uang penginapan inl diberikan kg
pada Anggota DFRD yang tinggal dilusy ko
ta, yang karena tempatl tingialnya jauh <
terpaksa menginap dihotel/loswen dideles
kota tempat bersidang, dengan nendin jukcan
bukti=bukti Poﬂﬁﬂlmﬂ.ﬂ yang sthy

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Oukup Jﬂlﬂﬂc

Cukup jelas,

Culkup jﬁlaﬂ-

: Tunjangan Fraksi ini diberikan kepads =
Fraksi sebagai lembaga untuk menunjais &g
giatan-kegiatan yang menjadi progres frog
gi, diluar kagiatan yang diatur oleh IFiL

Pasal 10 : Ayat (3) Tunjangan ini diberikan kepads -

Panitia khusus yang dibentuk delsa  masc

jabatannya dengen perhitungan : .

- kurang dari 15 hari dihitung 1/2 (sete-
ngah) bulan,

- lebih dari 15 hari samped 30 hari dilli-
tung 1 (satu) bulan,

Pasel 11 ; Cukup jelas.
Pusal 12 i mkup Jﬂlﬂﬂt

Pasel 13 ; Ayat (1) Uang perjalanan dinas ini dideri
kan kepada Anggota DPRD, misalnye keglat-
an : studi banding, seminar, rapat kerja
dan sebagainya.

Pasal 14 : Cukup jelas,
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Pasal 15

Pasal 16

pasal 17

Pasal 18 :

Pasal 19
pasal 20

Pacsal 21 :

Guna mencari data atau menemukan permasa
lahan yang tianbul dalam masyarsakat, Pim-
pinan DPRD dapet menugasi Anggota DPRD ,
Fraksi, Komisi untuk mengungkap permasa-
lahan tersebut,

iyat (1) Pengpantian biaya Perawatan Dok
ter dan lain sebagainya bagi Ketua dan -
wWakil Ketua tcrmasuk anggota keluarganya
yeng terdaftar wendapat tunjangan kelua®
ga seperti dimaksud pasal 6 ayat (2) Per
aturan Daerah iui, -

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup .jelas.
Cukup jelas.
Ccukup jelas.
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